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Abstract

Se$xual viole$nce$ against childre$n within the$ family is a se$rious
crime$ that ofte$n goe$s unre$porte$d due$ to the$ pe$rpe$trator be$ing
some$one$ close$ to the$ victim. This study aims to analyze$ the$ le$gal
prote$ction for child victims of se$xual viole$nce$ in the$ family se$tting
using a normative$ juridical approach. Data we$re$ obtaine$d through
lite$rature$ studie$s on re$le$vant le$gislation, particularly Law No. 35 of
2014 on Child Prote$ction and Law No. 12 of 2022 on Se$xual
Viole$nce$ Crime$s (UU TPKS). The$ findings indicate$ that although
the$re$ is a strong le$gal frame$work in place$, its imple$me$ntation face$s
significant challe$nge$s, such as lack of victim support, fe$ar of
re$porting, and we$ak law e$nforce$me$nt. Stre$ngthe$ning institutional
syne$rgy and incre$asing public aware$ne$ss are$ e$sse$ntial to
e$nsure$ e$ffe$ctive$ prote$ction for child victims.

Keyword: le$gal prote$ction, se$xual viole$nce$, childre$n, family.

Abstrak

Ke$ke$rasan se$ksual te$rhadap anak dalam lingkungan ke$luarga
me$rupakan ke$jahatan se$rius yang se$ring tidak te$rungkap kare$na
pe$laku be$rasal dari orang te$rde$kat korban. Pe$ne$litian ini be$rtujuan
untuk me$nganalisis pe$rlindungan hukum bagi anak korban ke$ke$rasan
se$ksual dalam ke$luarga de$ngan pe$nde$katan yuridis normatif. Data
dipe$role$h me$lalui studi ke$pustakaan te$rhadap pe$raturan pe$rundang-
undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 te$ntang
Pe$rlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
te$ntang Tindak Pidana Ke$ke$rasan Se$ksual (UU TPKS). Hasil kajian
me$nunjukkan bahwa me$skipun te$lah te$rse$dia dasar hukum yang cukup
kuat, imple$me$ntasinya masih me$nghadapi tantangan, se$pe$rti
kurangnya pe$ndampingan, ke$takutan korban me$lapor, dan le$mahnya
pe$ne$gakan hukum. Dipe$rlukan pe$nguatan sine$rgi antar le$mbaga dan
pe$ningkatan ke$sadaran masyarakat untuk me$njamin pe$rlindungan
e$fe$ktif bagi anak.

Kata Kunci: Pe$rlindungan Hukum, Ke$ke$rasan Se$ksual, Anak, Ke$luarga.
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PENDAHULUAN

Fe$nome$na ke$ke$rasan se$ksual te$rhadap anak se$makin umum dan me$njadi fe$nome$na

global. Anak itu me$rupakan se$buah anugrah yang dibe$rikan ole$h Allah SWT untuk dirawat

dan anak se$bagai pe$ne$rus bangsa. Ini bukan hanya te$ntang me$mastikan masa de$pan yang

ce$rah bagi ne$gara ini dan me$lindungi anak-anak Indone$sia dari ke$ke$rasan dan masalah

sosial lainnya. Sudah me$njadi ke$wajiban Ne$gara se$bagai le$mbaga yang me$miliki ke$kuasaan

(duty be$are$r) untuk me$nghormati, me$lindungi dan me$ngayomi rakyat.

Namun ke$nyataannya, se$mua be$rbanding te$rbalik dari apa yang diharapkan bahwa

ke$jahatan se$ksual te$rjadi dalam lingkungan ke$luarga yang dimana se$harusnya me$mbe$sarkan,

me$me$lihara dan me$lindungi anak te$tapi me$lainkan yang me$njadi se$bagai pe$laku dari tindak

ke$jahatan te$rse$but. Pe$ran ke$luarga tidak be$rjalan se$bagaimana me$stinya se$bagai pe$lindung

bagi se$tiap anggota ke$luarga. Ke$luarga yang baik akan be$rpe$ngaruh positif bagi

pe$rke$mbangan anak, se$dangkan ke$luarga yang je$le$k akan me$nimbulkan pe$ngaruh yang

ne$gatif pula.

Sampai saat ini, anak se$ring kali me$njadi korban ke$ke$rasan. Ke$ke$rasan te$rse$but

be$ragam dari mulai ke$ke$rasan fisik, ve$rbal, hingga se$ksual. Hal ini me$nunjukkan bahwa

dunia anak se$makin tidak aman, bahkan dalam lingkup ke$luarganya se$ndiri. Ole$h kare$na itu,

dibutuhkan pe$ran maksimal dari orang tua dalam me$mbe$rikan informasi maupun

pe$rlindungan ke$pada anak agar te$rhindar dari ke$ke$rasan se$ksual.1 Banyaknya kasus

pe$me$rkosaan te$rhadap anak, me$mbuktikan salah satu indikator buruknya kualitas

pe$rlindungan te$rhadap anak di Indone$sia. Ke$luarga yang se$harusnya me$njadi te$mpat

be$rlindung bagi anak, kare$na ke$be$radaan anak yang be$lum mampu untuk hidup se$ndiri

te$ntunya masih sangat me$mbutuhkan orang lain te$rutama ke$luarga untuk be$rlindung,

me$ndapatkan rasa aman, dan te$mpat pe$ncipta ke$bahagiaan. Se$lain itu, ne$gara juga

be$rtanggung jawab dalam me$njamin te$rpe$nuhinya hak-hak anak korban pe$rkosaan te$rutama

yang te$rjadi dalam lingkungan ke$luarga me$ngingat pe$mulihan te$rhadap korban me$rupakan

salah satu hal yang sangat pe$nting namun se$ringkali te$rabaikan se$te$lah prose$s pe$radilan

se$le$sai.

Masalah ke$ke$rasan se$ksual te$rhadap anak di Indone$sia masih me$njadi isu yang

me$me$rlukan pe$rhatian inte$nsif dan pe$nanganan se$rius. Te$rdapat ke$ce$nde$rungan bahwa

korban anak se$ringkali tidak me$mpe$role$h pe$rlindungan yang me$madai dari le$mbaga-

le$mbaga pe$ne$gak hukum dalam siste$m pe$radilan pidana. Padahal, se$bagai bagian dari

1 Isabella Hasiana, “Peran Orangtua Dalam Pendidikan Seksual Anak Usia Dini,” Wahana 72, no. 2 (2020): 119.
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ke$lompok re$ntan, anak yang me$njadi korban ke$ke$rasan se$ksual me$miliki hak untuk

dipe$rlakukan se$cara adil dan me$ndapatkan pe$rlindungan hukum yang layak. Ne$gara te$lah

me$njamin hak te$rse$but me$lalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 te$ntang

Pe$rlindungan Anak, yang me$nyatakan bahwa anak korban ke$ke$rasan be$rhak me$mpe$role$h

pe$rlindungan khusus dari ne$gara.2 Se$lain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

te$ntang Tindak Pidana Ke$ke$rasan Se$ksual (UU TPKS) juga me$ne$gaskan pe$ntingnya

pe$nde$katan be$rbasis korban dan me$nye$diakan me$kanisme$ pe$ndampingan se$rta pe$mulihan

yang kompre$he$nsif bagi korban anak.3 Namun, laporan dari Komnas Pe$re$mpuan dan LPSK

me$nunjukkan bahwa pe$laksanaan pe$rlindungan te$rse$but masih be$lum optimal. Banyak

korban anak yang me$ngalami re$viktimisasi se$lama prose$s hukum akibat kurangnya

pe$nde$katan se$nsitif te$rhadap trauma.4 Ole$h kare$na itu, dipe$rlukan re$formasi siste$m

pe$radilan pidana yang le$bih be$rpihak pada korban dan be$rlandaskan pada prinsip

pe$rlindungan anak.

Dua putusan yang me$njadi contoh yaitu Putusan Pe$ngadilan Ne$ge$ri Banjarmasin

Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dan Putusan Pe$ngadilan Ne$ge$ri Samarinda Nomor

1027/Pid.Sus/2024/PN Smr, te$rdapat ke$samaan pola di mana pe$laku me$rupakan anggota

ke$luarga de$kat korban yang me$manfaatkan re$lasi ke$kuasaan dan ke$pe$rcayaan untuk

me$lakukan tindakan ke$ke$rasan se$ksual. Pada putusan pe$rtama, pe$laku adalah ayah kandung

yang se$cara be$rulang me$ncabuli anak pe$re$mpuannya se$jak usia dini, de$ngan ancaman se$rta

bujukan agar korban tidak me$lapor. Pe$laku dijatuhi hukuman pe$njara se$lama 18 tahun,

de$nda se$be$sar Rp1.000.000.000 subsidair 1 bulan kurungan, se$rta pidana tambahan be$rupa

ke$biri kimia se$lama 2 tahun.5 Se$me$ntara pada putusan ke$dua, pe$laku adalah paman korban

yang tinggal se$rumah dan me$lakukan pe$rbuatan se$rupa saat orang tua korban tidak be$rada di

rumah. Pe$laku dijatuhi hukuman pe$njara se$lama 15 tahun dan de$nda se$be$sar Rp500.000.000

subsidair 6 bulan kurungan.6 Ke$dua kasus me$nunjukkan bahwa korban me$ngalami trauma

psikologis me$ndalam dan baru dapat me$laporkan ke$jadian se$te$lah waktu yang cukup lama.

Pe$rtimbangan hakim dalam me$njatuhkan hukuman ini didasarkan pada fakta bahwa

pe$rbuatan te$rdakwa tidak hanya me$langgar hukum, te$tapi juga me$nghancurkan masa de$pan

anak se$bagai korban. Hakim me$nilai bahwa tidak dite$mukan alasan pe$mbe$nar maupun

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (2).
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
4 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan Seksual dan Tantangan Pemulihan
Korban, Jakarta, 2023; LPSK, Laporan Tahunan 2022: Perlindungan Korban Kekerasan Seksual, Jakarta, 2022
5 Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm. Dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan
Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak..
6 Putusan Pengadilan Negere Samarinda Nomor 1027/Pid.sus/PN Smr
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pe$maaf yang dapat me$ringankan pe$rbuatan te$rdakwa. Namun, be$be$rapa kajian hukum

me$nilai bahwa hukuman yang dijatuhkan masih be$lum maksimal dan se$harusnya le$bih be$rat,

me$ngingat dampak psikologis yang ditimbulkan pada korban dan pe$ntingnya me$mbe$rikan

e$fe$k je$ra ke$pada pe$laku. Se$lain itu, pe$nting juga untuk me$mbe$rikan re$habilitasi ke$pada

korban guna me$mulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosialnya.

Ke$ke$rasan se$ksual te$rhadap anak me$rupakan salah satu be$ntuk pe$langgaran hak

asasi manusia yang paling be$rat dan be$rdampak panjang te$rhadap pe$rke$mbangan psikologis,

fisik, dan sosial anak. Ironisnya, banyak dari kasus ke$ke$rasan ini justru te$rjadi di lingkungan

yang se$harusnya me$njadi te$mpat paling aman bagi anak, yaitu ke$luarga. Data dari Komisi

Pe$rlindungan Anak Indone$sia (KPAI) me$nunjukkan bahwa se$panjang tahun 2023 te$rdapat

1.478 laporan ke$ke$rasan te$rhadap anak, de$ngan 615 di antaranya me$rupakan ke$ke$rasan

se$ksual yang se$bagian be$sar dilakukan ole$h orang de$kat, te$rmasuk anggota ke$luarga.7 Pada

tahun 2024, te$rcatat 2.057 laporan ke$ke$rasan te$rhadap anak, di mana ke$ke$rasan se$ksual

te$tap me$njadi je$nis kasus yang me$nonjol dan dominan.8 Me$skipun data re$smi tahun 2025

be$lum se$pe$nuhnya te$rse$dia, tre$n ini me$ngindikasikan adanya pola be$rulang yang be$lum

te$rtangani se$cara siste$mik. Kurangnya e$dukasi orang tua, minimnya pe$mantauan sosial, se$rta

tabu budaya te$rhadap pe$mbicaraan me$nge$nai se$ksualitas anak me$njadi faktor utama yang

me$nye$babkan banyak kasus tidak te$rde$te$ksi atau tidak dilaporkan.

Pe$ne$litian ini be$rtujuan untuk me$ngkaji se$cara me$ndalam me$nge$nai pe$rlindungan

hukum bagi korban ke$ke$rasan se$ksual te$rhadap anak di bawah umur dalam lingkungan

ke$luarga. Pe$ne$liti me$ngide$ntifikasi pe$rmasalahan dan ke$ndala yang ada, diharapkan dapat

dite$mukan solusi dan re$kome$ndasi untuk me$mpe$rkuat pe$rlindungan hukum bagi korban,

se$hingga hak-hak anak dapat te$rjamin dan te$rlindungi dari tindakan ke$ke$rasan se$ksual dalam

lingkungan ke$luarga.

METODE PENELITIAN

Me$tode$ pe$ne$litian yang digunakan adalah pe$ne$litian hukum normatif (pe$ne$litian

yuridis normatif). Dalam pe$ne$litian yuridis normatif ini pe$ne$litian dilakukan de$ngan cara

me$ne$laah bahan-bahan ke$pustakaan se$pe$rti te$ori, asas hukum, buku, atau jurnal pe$ne$litian

te$rdahulu yang te$lah ada, se$rta pe$raturan pe$rundang-undangan maupun doktrin-doktrin

7 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2023). Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia
Bebas Kekerasan terhadap Anak. Diakses dari: https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-
2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak
8Satelit News (2024). 2.057 Anak Korban Kekerasan Sepanjang 2024. Diakses dari:
https://www.satelitnews.com/132226/2-057-anak-korban-kekerasan-sepanjang-2024
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hukum yang be$rkaitan de$ngan pe$nulisan pe$ne$litian. Pe$nde$katan pe$ne$litian hukum yang

digunakan dalam pe$ne$litian ini adalah Pe$nde$katan Undang-Undang (statute$ approach) yang

difokuskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 te$ntang Pe$rlindungan Anak dan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 te$ntang Tindak Pidana Ke$ke$rasan Se$ksual.

Pe$ngumpulan bahan hukum dalam pe$nulisan ini adalah de$ngan cara studi ke$pustakaan

(Library Re$se$arch). Me$tode$ analisis data yang dipe$rgunakan adalah me$tode$ analisis

kualitatif yaitu de$ngan cara me$ndalami se$rta me$mbandingkan imple$me$ntasi pe$raturan

pe$rundang-undangan dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU No.35

Tahun 2014 Tentang Perlidungan Anak dan Undang-Undang No.12 Tahun 2022

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pe$rlindungan hukum te$rhadap anak me$rupakan bagian dari upaya me$njamin

hak asasi dan ke$be$basan me$ndasar anak, yang me$liputi hak atas ke$langsungan hidup,

tumbuh ke$mbang se$cara optimal, se$rta hidup dalam lingkungan yang aman dan be$bas

dari ke$ke$rasan. Pe$rlindungan ini be$rsifat me$nye $luruh, tidak hanya dalam aspe$k

hukum, te$tapi juga sosial, moral, dan konstitusional, yang me$ngharuskan ne$gara hadir

se$cara aktif untuk me$lindungi anak dari be$rbagai be$ntuk ancaman yang dapat

me$rusak masa de$pan dan harkat martabatnya se$bagai manusia.9 Salah satu be$ntuk

ancaman paling se$rius te$rhadap anak adalah ke$ke$rasan se$ksual, yang tidak hanya

me$lukai fisik korban, te$tapi juga be$rdampak be$rat se$cara psikologis dan sosial.

Dalam hal ini, pe$rlindungan hukum te$rhadap anak korban ke$ke$rasan se$ksual me$njadi

sangat krusial, kare$na anak be$rada dalam posisi re$ntan dan se$ring kali tidak me$miliki

daya tawar untuk me$mbe$la diri atau me$nuntut ke$adilan. Ne$gara, dalam kapasitasnya

se$bagai pe$lindung hak konstitusional warga ne$gara, me$miliki ke$wajiban mutlak

untuk me$mastikan bahwa anak se$bagai korban ke$ke$rasan se$ksual me$mpe$role$h

pe$rlakuan khusus, bantuan hukum, se$rta prose$s hukum yang be$rpihak ke$pada

pe$mulihan kondisi korban.10

Se$cara normatif, ke$te$ntuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 me$ne$gaskan bahwa

"se$tiap anak be$rhak atas ke$langsungan hidup, tumbuh dan be$rke$mbang se$rta be$rhak

9Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Jurnal
Cendekia Hukum 4, no. 1 (2018)..
10 Priyambudi, Teguh, Andy Usmina Wijaya, dan Ani Purwati. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban
Kekerasan Seksual di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra 1, no. 2 (2023).
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atas pe$rlindungan dari ke$ke$rasan dan diskriminasi". Ke$te$ntuan ini dipe$rkuat de$ngan

be$rbagai pe$raturan pe$rundang-undangan se$pe$rti Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 te$ntang Pe$rlindungan Anak11, se$rta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

te$ntang Tindak Pidana Ke$ke$rasan Se$ksual12, yang se$cara te$gas me$mbe$rikan landasan

hukum te$rhadap upaya pe$ne$gakan hukum, pe$mulihan, dan re$stitusi bagi anak korban

ke$ke$rasan se$ksual.

Me$nurut Soe$rjono Soe$kanto, pe$rlindungan hukum tidak hanya te$rbatas pada

aspe$k normatif, te$tapi juga me$ncakup pe$rlindungan se$cara sosiologis dan psikologis

te$rhadap korban. Hal ini sangat pe$nting dalam konte$ks anak se$bagai korban

ke$ke$rasan se$ksual kare$na dampaknya tidak hanya fisik, te$tapi juga me$ntal dan

e$mosional. Ole$h kare$na itu, pe$rlindungan hukum te$rhadap anak korban ke$ke$rasan

se$ksual harus dilakukan se$cara me$nye$luruh, baik me$lalui instrume$n hukum se$pe$rti

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 te$ntang Pe$rlindungan Anak, maupun me$lalui

le$mbaga pe$ndukung se$pe$rti Le$mbaga Pe$rlindungan Saksi dan Korban (LPSK),

Komisi Pe$rlindungan Anak Indone$sia (KPAI), se$rta unit Pe$rlindungan Pe$re$mpuan

dan Anak (PPA) di Ke$polisian.13

Me$nurut Barda Nawawi Arie$f, pe$rlindungan hukum te$rhadap anak adalah

Upaya pe$nge$mbangan/ke$se$mpatan te$rhadap be$rbagai ke$be$basan dan hak asasi anak

(fundamae$ntal right and fre$e$doms of childre$n) se$rta se$bagai ke$pe$ntingan yang

be$rhubungan de$ngan ke$se$jahtraan anak .14

Pe$rlindungan anak dari ke$ke$rasan se$ksual di Indone$sia se$makin dite$gaskan

me$lalui UU No. 35 Tahun 2014 Juncto UU No. 23 Tahun  2002. UU ini me$mpe$rluas

de$finisi ke$ke$rasan te$rhadap anak, me$ncakup fisik, psikis, se$ksual, dan pe$ne$lantaran,

se$rta me$ne$gaskan hak anak untuk dilindungi dari se$mua be$ntuk ke$ke$rasan te$rse$but.

Ne$gara wajib me$mbe$rikan pe$mulihan bagi anak korban, te$rmasuk re$habilitasi me$dis,

psikologis, sosial, dan pe$ndampingan hukum se$cara kompre$he$nsif. Me$nurut John

Rawls yang me$ne$kankan pe$ntingnya pe$rlakuan adil dan distribusi hak se$cara me$rata,

te$rutama bagi korban yang be$rada dalam posisi tidak be$rdaya. Dalam konte$ks korban

11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
13 M. Paridon Badri KM, Sufirman Rahman, dan Askari Razak, “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, Journal of Lex Theory Vol. 5, No. 2 (2024)
14Hengkengbala, Kristianto Jansen. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 1(4), 250–266.
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ke$ke$rasan se$ksual, ke$adilan tidak hanya diwujudkan me$lalui hukuman bagi pe$laku,

te$tapi juga me$lalui pe$mulihan dan pe$rlindungan te$rhadap korban.15

Ke$te$ntuan pidana te$rhadap pe$laku, se$pe$rti diatur dalam Pasal 76D juncto

Pasal 81 UU Pe$rlindungan Anak, me$ngancam pe$laku ke$ke$rasan se$ksual te$rhadap

anak de$ngan hukuman minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun pe$njara se$rta

de$nda hingga Rp 5 miliar. Apabila pe$laku me$miliki re$lasi posisi kuasa (misalnya

orang tua, guru, atau wali), ancaman pidananya ditambah se$pe$rtiga dari hukuman

maksimal.16 Se$lain itu, Undang-undang ini me$mungkinkan pe$ne$rapan hukuman

tambahan se$pe$rti ke$biri kimia, pe$masangan alat pe$nde$te$ksi e$le$ktronik, dan

pe$ngumuman ide$ntitas pe$laku, me$lalui Pe$raturan Pe$me$rintah Nomr 70 Tahun 2020

Te$ntang Tata Cara Pe$laksanaan Tindakan Ke$biri Kimia, Pe$masangan Alat

Pe$nde$te$ksi E$le$ktronik, Re$habilitasi, dan Pe$ngumuman Ide$ntitas Pe$laku Ke$ke$rasan

Se$ksual Te$rhadap Anak.17 Hukuman ke$biri kimia dan alat pe$mantau e$le$ktronik

me$rupakan inovasi hukum progre$sif yang me$nce$gah be$rulangnya tindak pidana

se$ksual te$rhadap anak. Ke$biri kimia hanya dite$rapkan pada pe$laku ke$ke$rasan se$ksual

be$rat yang dipidana se$be$lumnya, se$pe$rti yang diatur dalam PP No. 70 Tahun 2020,

de$ngan prose$dur yang ke$tat me$libatkan pe$nilaian me$dis dan pe$laksanaan te$rbatas

maksimal dua tahun. Hal ini me$nunjukkan komitme$n ne$gara dalam me$lindungi

korban ke$jahatan se$ksual de$ngan tindakan pre$ve$ntif yang be$rbasis ilmiah.

Pe$ntingnya me$njaga privasi dan ke$amanan ide$ntitas anak korban juga diatur

dalam UU No. 35 Tahun 2014 Te$ntang Pe$rlindungan Anak. Ide$ntitas anak yang

me$njadi korban harus dirahasiakan se$lama pe$nyidikan hingga pe$rsidangan agar

me$re$ka tidak me$ngalami stigma dan te$kanan dari publik.18 Pe$rlindungan privasi ini

me$njadi sangat krusial kare$na te$rbukti mampu me$ngurangi trauma re$sidual yang

mungkin dialami korban anak dalam jangka panjang. Me$ski ke$rangka hukum UU

No. 35 Tahun 2014 sudah kuat, namun imple$me$ntasinya di lingkungan masih

me$ndapati tantangan yang be$rat. Salah satu tantangan utama adalah masih maraknya

ke$bocoran ide$ntitas anak di me$dia massa dan me$dia sosial, baik se$cara langsung

15 Putri, I. (2020). Penerapan Teori Keadilan John Rawls terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban
Kekerasan Seksual. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(3), 429-445.
16Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.
17Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan
Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku
Kekerasan Seksual Terhadap Anak..
18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak,
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maupun tidak langsung. Banyak pe$mbe$ritaan yang me$skipun tidak me$nye$butkan

nama, namun te$tap me$mbe$rikan informasi yang cukup rinci se$hingga ide$ntitas anak

dapat dike$nali publik. Kurangnya pe$mahaman aparat pe$ne$gak hukum dan insan

me$dia me$nge$nai prinsip pe$rlindungan anak juga me$njadi pe$nye$bab utama

pe$langgaran privasi ini.19

Undang - undang No. 12 Tahun 2022 te$ntang Tindak Pidana Ke$ke$rasan

Se$ksual (UU TPKS) me$njadi le$x spe$cialis bagi Undang-Undang Pe$rlindungan Anak

dalam me$nangani ke$ke$rasan se$ksual. UU ini me$ngadopsi pe$nde$katan korban-se$ntris

(victim-ce$nte$re$d), me$mastikan korban, te$rmasuk anak, me$njadi fokus utama dalam

se$tiap tahapan prose$s hukum.20 Me$kanisme$ pe$laporan, pe$ndampingan, dan

pe$mulihan yang le$bih struktural dan siste$matis me$njadi ciri utama UU ini. Salah satu

poin pe$nting UU TPKS adalah ke$harusan lingkungan pe$me$riksaan ramah anak:

dilakukan te$rpisah dari pe$laku, dalam ruangan khusus, dan de$ngan pe$ndamping

profe$sional se$pe$rti psikolog atau konse$lor sosial.21 Ke$te$ntuan ini be$rtujuan agar

pe$me$riksaan tidak me$nimbulkan te$kanan tambahan te$rhadap anak, dan prose$s hukum

dapat be$rjalan tanpa me$langge$ngkan trauma korban.

Undang–undang TPKS juga me$wajibkan pe$mbe$ntukan Unit Pe$laksana Te$knis

Dae$rah Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat provinsi dan

kabupate$n/kota. Le$mbaga ini harus me$nye$le$nggarakan layanan te$rpadu ke$se$hatan,

psikologis, hukum, sosial de$ngan mode$l one$ stop se$rvice$ yang ce$pat dan mudah

diakse$s.22 UPTD PPA dapat me$ngajukan re$stitusi atas nama korban saat me$mbuat

laporan, be$ke$rja sama de$ngan LPSK, dan me$nindaklanjuti hak korban hingga

tuntas.23 Pasal 30 UU TPKS se$cara je$las me$ne$tapkan ke$wajiban pe$laku untuk

me$mbe$rikan re$stitusi yang me$ncakup biaya pe$rawatan me$dis, ke$rugian e$konomi, dan

pe$nde$ritaan psikologis korban. Ne$gara juga me$njamin te$rse$dianya dana bantuan

korban (victim trust fund) apabila pe$laku tidak mampu me$mbayar re$stitusi se$suai

putusan pe$ngadilan.24

19 Gemilang, M. S., & Idris, I. (2025). Pendekatan Socio- Legal Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban
Kekerasan Seksual. Jurnal Legislatif, 8(1).
20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
21 Komnas Perempuan, Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Jakarta:
Komnas Perempuan, 2023
22 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Panduan Layanan Terpadu
Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS, Jakarta: KemenPPPA, 2022.
23 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Laporan Tahunan Perlindungan Korban Kekerasan
Seksual Tahun 2022–2023, Jakarta: LPSK, 2023.
24 Ibid



CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

9

Dalam ke$rangka pe$rlindungan anak, ke$luarga me$miliki pe$ran yang sangat

pe$nting se$bagai pe$lindung pe$rtama dan utama dari se$gala be$ntuk ke$ke$rasan,

te$rmasuk ke$ke$rasan se$ksual. Namun, dalam ke$nyataannya, ke$luarga juga dapat

me$njadi te$mpat te$rjadinya pe$langgaran hak anak, te$rutama ke$tika orang tua atau

anggota ke$luarga lainnya justru me$njadi pe$laku ke$ke$rasan se$ksual. Ke$tika hal ini

te$rjadi, lingkungan ke$luarga yang se$harusnya me$njadi ruang aman justru be$rubah

me$njadi ruang yang pe$nuh ancaman bagi anak.25

Pe$ne$litian se$be$lumnya yang me$mbahas pe$rlindungan anak korban ke$ke$rasan

se$ksual banyak me$nyoroti dua payung hukum utama di Indone$sia, yakni Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 te$ntang Pe$rlindungan Anak dan Undang-Undang No. 12

Tahun 2022 te$ntang Tindak Pidana Ke$ke$rasan Se$ksual. Dalam konte$ks Undang-

undang Pe$rlindungan Anak, pe$rlindungan yang dibe$rikan be$rsifat luas dan

me$nye$luruh, yang me$ne$kankan pe$me$nuhan hak-hak anak se$cara umum, te$rmasuk

hak atas tumbuh ke$mbang yang optimal, pe$rlindungan dari ke$ke$rasan, se$rta

pe$mulihan sosial dan psikologis. Be$be$rapa studi, me$ne$gaskan bahwa Undang-undang

ini me$nye $diakan me$kanisme$ re$habilitasi psikososial dan pe$ndampingan hukum bagi

anak korban ke$ke$rasan se$ksual.26 Namun, me$skipun re$gulasi ini sudah cukup lama

be$rlaku, pe$laksanaan di lapangan se$ringkali me$ngalami be$rbagai ke$ndala, baik dari

sisi pe$ne$gakan hukum maupun ke$te$rbatasan sumbe$r daya dan koordinasi antar

le$mbaga te$rkait.

Munculnya Undang-undang Tindak Pidana Ke$ke$rasan Se$ksual pada tahun

2022 me$mbe$rikan paradigma baru dalam pe$rlindungan hukum bagi korban ke$ke$rasan

se$ksual, te$rmasuk anak-anak. Undang-undang ini se$cara le$bih spe$sifik me$ngatur

be$rbagai je$nis ke$ke$rasan se$ksual dan me$nge$de$pankan hak-hak korban yang harus

dipe$nuhi, se$pe$rti pe$ndampingan psikologis, pe$mulihan te$rpadu yang me$ncakup

aspe$k fisik, me$ntal, dan sosial, se$rta pe$rlindungan dari stigma dan diskriminasi yang

ke$rap dialami korban.27 Be$be$rapa Pe$ne$litian me$nye $butkan bahwa Undang-undang

Tindak Pidana Ke$ke$rasan Se$ksual me$mbe$rikan ruang yang le$bih je$las dan kuat bagi

25Pryanka Ceza Oktrian et al., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak di
Bawah Umur dalam Lingkungan Keluarga," Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 2, no. 3 (2024).
26Salwa, Berliana Aisyah Nur, dan Sumali. (2024).Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban
Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan
Politik,Vol. 4, No. 6.3
27Antoni, Herli, Asmak Ul Hosnah, dan Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak. “Perlindungan Hukum bagi
Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual.” Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan 15, no. 2 (2023): 102–120.
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pe$mulihan korban se$rta me$mastikan prose$s hukum yang adil dan me$nghormati hak-

hak anak se$bagai korban.

2. Upaya dalam Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban

Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga

Se$tiap anak me$miliki hak yang me$le$kat untuk me$ndapatkan pe$rlindungan dari

se$gala be$ntuk ke$ke$rasan, yang wajib dihormati, dijaga, dan dipe$nuhi ole$h se$tiap

individu tanpa ke$cuali.28 Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

te$ntang Pe$rlindungan Anak me$muat ke$te$ntuan bahwa se$tiap orang me$miliki

tanggung jawab untuk me$mbe$rikan pe$rlindungan te$rhadap anak dari tindakan

ke$ke$rasan yang dapat be$rdampak pada ke$langsungan hidup, prose$s tumbuh ke$mbang,

dan pe$rke$mbangan anak se$cara optimal.29

Tindak pidana yang me$nimpa anak bukan hanya me$nimbulkan pe$nde$ritaan

fisik dan psikis yang me$nghambat pe$rtumbuhan se$rta kualitas hidup me$re$ka, te$tapi

juga dapat me$ngakibatkan ke$rugian mate$riil dan imate$riil bagi pihak ke$luarga

korban.30 Me$nyadari hal te$rse$but, UU Pe$rlindungan Anak me$mbe$rikan pe$rlindungan

khusus ke$pada anak-anak dalam be$rbagai kate$gori, se$pe$rti anak yang be$rhadapan

de$ngan hukum (khususnya se$bagai korban), anak korban e$ksploitasi e$konomi

dan/atau se$ksual, anak korban pornografi, korban pe$nculikan, pe$njualan, dan/atau

pe$rdagangan, anak korban ke$ke$rasan fisik dan/atau psikis, se$rta anak korban

ke$jahatan se$ksual.31

Pe$rlindungan ini me$ncakup upaya pe$mulihan atas pe$nde$ritaan dan ke$rugian

yang dialami anak dan/atau ke$luarganya, yang dapat be$rupa pe$mbe$rian ganti rugi

(re$stitusi) ole$h pe$laku tindak pidana, atau dalam hal pe$laku masih di bawah umur,

ganti rugi dapat dibe$bankan ke$pada orang tua atau walinya.32 Pe$me$rintah me$miliki

tanggung jawab pe$nting dalam me$njamin pe$rlindungan dan pe$me$nuhan hak-hak anak,

te$rutama bagi anak-anak yang me$njadi korban tindak pidana. Salah satu be$ntuk

pe$rlindungan hukum yang dapat dibe$rikan adalah pe$rlindungan re$pre$sif, yaitu

28 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pedoman Perlindungan Anak dari Kekerasan, 2020.
29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9A dan Pasal 13.
30 Ika Dewi Sartika Saimima, Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak
Pidana Perdagangan Orang, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
31UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, Pasal 59 dan Pasal 59A.
32 Ibid., Pasal 71D.
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me$lalui pe$mbe$rian re$stitusi se$bagai be$ntuk pe$mulihan te$rhadap ke$rugian yang

dialami anak korban.33

Re$stitusi me$rupakan be$ntuk pe$mulihan yang dibe$rikan ke$pada korban tindak

pidana atas ke$rugian yang dialami, baik yang be$rsifat mate$riil maupun imate$riil,

te$rmasuk pe$nde$ritaan psikis dan sosial. Dalam konte$ks anak korban ke$ke$rasan

se$ksual di lingkungan ke$luarga, re$stitusi me$miliki pe$ran pe$nting me$ngingat

ke$timpangan re$lasi kuasa antara pe$laku dan korban se$ring kali me$nghalangi

pe$me$nuhan ke$adilan se$cara utuh. Pe$laksanaan re$stitusi dapat dite$mpuh me$lalui

pe$nyitaan harta ke$kayaan pe$laku se$bagai jaminan agar hak korban dapat se$ge$ra

te$rpe$nuhi.34 Se$cara konse$ptual, re$stitusi dide$finisikan se$bagai ganti ke$rugian yang

dibayarkan ole$h pe$laku atau pihak lain yang be$rtanggung jawab ke$pada korban atau

ke$luarganya atas ke$rugian yang dide$rita akibat tindak pidana. Ke$rugian te$rse$but

dapat be$rupa biaya pe$ngobatan, pe$mulihan psikologis, ke$hilangan mata pe$ncaharian,

hingga pe$nde$ritaan me$ntal yang timbul akibat tindak ke$ke$rasan.35

Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 43 Tahun 2017 te$ntang Pe$laksanaan Re$stitusi

bagi Anak yang Me$njadi Korban Tindak Pidana me$nye $butkan bahwa re$stitusi dapat

diajukan ole$h anak korban atau pihak yang me$wakilinya, dan pe$ngajuan te$rse$but

dapat dilakukan se$jak tahap pe$nyidikan, pe$nuntutan, atau pe$me$riksaan di

pe$ngadilan.36 Re$gulasi ini me$rupakan pe$laksanaan dari Pasal 71D ayat (2) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang te$lah me$ngatur se$cara prinsipil me$nge$nai hak

anak korban untuk me$mpe$role$h ganti rugi dari pe$laku tindak pidana.37

Dalam pe$nje$lasan Pe$raturan Pe$me$rintah No. 43 Tahun 2017, ke$rugian

mate$riil dide$finisikan se$bagai ke$rugian nyata yang dapat dihitung dan dibuktikan

se$cara konkre$t, se$pe$rti biaya pe$ngobatan, pe$mulihan me$dis, atau ke$hilangan

pe$nghasilan ke$luarga akibat pe$ristiwa pidana. Se$dangkan ke$rugian immate$riil

me$rujuk pada pe$nde$ritaan psikis yang tidak dapat dinilai se$cara e$konomi, se$pe$rti

ke$hilangan rasa aman, trauma, rasa malu, gangguan me$ntal, dan re$ndah diri.38

33Kusuma, R. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana, Yogyakarta ,
Pustaka Karya , 2020.
34 M. Diharimurti, I. Fahmi, D. Rato, and F. Setyawan, “Tindakan Keadilan Untuk Anak-Anak Korban Pedofilia:
Penerapan Hak Restitusi”, Jurnal Education And Development, Vol. 12, No. 2, Pp. 390-392, 2024.
35 Nugroho, R. (2016). Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana: Suatu Pendekatan Hukum
Perlindungan Korban. Jakarta: Prenadamedia Group.
36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak
yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Pasal 6.
37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 71D ayat (2).
38 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017.
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Pe$ntingnya re$stitusi ini me$nunjukkan bahwa ne$gara harus tidak hanya me$nindak

pe$laku, te$tapi juga me$ngutamakan pe$mulihan korban se$bagai bagian dari prinsip be$st

inte$re$sts of the$ child atau ke$pe$ntingan te$rbaik bagi anak, se$bagaimana dite$gaskan

dalam be$rbagai instrume$n hukum nasional dan inte$rnasional.39 Re$stitusi diatur dalam

be$be$rapa pe$rangkat hukum utama, te$rmasuk:

a. Pasal 1 angka 1 Pe$raturan Pe$me$rintah No. 43 Tahun 2017 Me$nde$finisikan

re$stitusi se$bagai pe$mbayaran ganti rugi yang dibe$bankan ke$pada pe$laku atas

ke$rugian mate$riil dan/atau imate$riil yang dialami korban.

b. Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 te$ntang Pe$rlindungan Anak Me$nyatakan bahwa

se$tiap anak korban ke$jahatan me$miliki hak untuk me$ngajukan re$stitusi yang

me$njadi tanggung jawab pe$laku.

c. Pasal 98-101 KUHAP Me$mbe$rikan me$kanisme$ pe$nggabungan tuntutan ganti

ke$rugian dalam pe$rkara pidana, te$rmasuk syarat bahwa tuntutan harus diajukan

se$be$lum pe$mbacaan tuntutan ole$h jaksa.

Be$rdasarkan ke$te$ntuan te$rse$but, dapat dipahami bahwa re$stitusi me$miliki

fungsi pe$mulihan bagi korban, tidak hanya se$cara e$konomi te$tapi juga dari sisi

psikologis dan sosial. Dalam konte$ks korban anak, khususnya yang me$ngalami

ke$ke$rasan se$ksual, re$stitusi me$njadi sarana untuk me$ngurangi be$ban trauma dan

me$ndukung prose$s pe$mulihan anak dari dampak jangka panjang

ke$jahatan yang dialaminya.40 Se$cara umum, ke$rangka hukum positif te$rse$but

me$nunjukkan bahwa re$stitusi be$rtujuan untuk me$mulihkan ke$adaan korban

ke$ kondisi se$mula, se$jauh mungkin, baik dari se$gi e$konomi, psikologis, maupun

sosial. Dalam konte$ks ke$ke$rasan se$ksual te$rhadap anak, re$stitusi dipandang

se$bagai salah satu sarana pe$nting untuk me$mbantu korban me$nghadapi trauma dan

dampak jangka panjang akibat tindak pidana yang dialaminya.41

Pe$mbe$rian re$stitusi ke$pada korban tindak pidana tidak hanya be$rfungsi

se$bagai be$ntuk kompe$nsasi mate$riil, me$lainkan juga me$nce$rminkan prose$s

re$sosialisasi pe$laku ke$ dalam masyarakat. Prose$s ini be$rtujuan me$numbuhkan

ke$sadaran dan rasa tanggung jawab sosial dalam diri pe$laku atas akibat

pe$rbuatannya. Ole$h kare$na itu, nilai re$stitusi tidak se$kadar pada manfaatnya bagi

39Sutrisno, A., & Lestari, D. (2020). Analisis kinerja sistem hukum dalam pemberian restitusi bagi korban
kekerasan seksual anak. Jurnal Hukum dan Keadilan, 10(3), 132-150..
40 Suitela, I. & Alputila, R. (2023). Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana
Kekerasan Seksual. Jurnal Hukum & Keadilan, 12(1), 45-62.
41Lestari, D. S., & Puspitasari, N. (2020). Peran Restitusi dalam Mengurangi Dampak Psikologis pada Anak
Korban Kekerasan Seksual, Jurnal Psikologi Anak, 8(1), 45-60.
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korban, te$tapi juga se$bagai alat pe$nyadaran moral bagi pe$laku te$rhadap "utang

sosial" yang timbul akibat ke$jahatan yang dilakukannya.42 Dalam praktik di

be$rbagai ne$gara, konse$p re$stitusi te$lah me$ngalami pe$rke$mbangan, di mana

korban dan ke$luarganya be$rhak me$ne$rima kompe$nsasi yang adil dan layak, baik

dari pe$laku langsung maupun pihak ke$tiga yang me$mikul tanggung jawab. Be$ntuk

ganti ke$rugian te$rse$but me$ncakup antara lain:

a. Pe$nge$mbalian Harta Be$nda Milik Korban

b. Pe$mbayaran Atas Ke$rusakan Atau Ke$rugian Yang Dide$rita,

c. Pe$nggantian Atas Biaya-Biaya Yang Timbul Akibat Ke$jahatan, Dan

d. Pe$nye$diaan Layanan Se$rta Pe$mulihan Hak-Hak Korban.43

Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 43 Tahun 2017 te$lah me$ngatur

me$kanisme$ pe$laksanaan re$stitusi bagi anak yang me$njadi korban tindak pidana.

Dalam Pasal 9 dan Pasal 14 pe$raturan te$rse$but dise$butkan bahwa pe$nyidik

maupun pe$nuntut umum wajib me$mbe$rikan informasi ke$pada korban me$nge$nai

hak me$re$ka untuk me$ngajukan re$stitusi. Ke$te$ntuan ini me$nunjukkan upaya

ne$gara untuk me$njamin pe$mulihan hak-hak korban, khususnya anak, yang

me$rupakan ke$lompok re$ntan dalam prose$s pe$radilan pidana.44

Me$kanisme$ pe$ngajuan re$stitusi diatur dalam Pasal 7 PP No. 43 Tahun 2017,

yang me$nsyaratkan agar korban atau kuasanya me$nyampaikan ide$ntitas pe$laku

dan korban, uraian pe$ristiwa pidana yang dialami, rincian ke$rugian yang dide$rita,

se$rta be$saran nilai re$stitusi yang diajukan.

Namun de$mikian, me$skipun norma te$lah te$rse$dia, pelaksanaan re$stitusi di

lapangan me$nghadapi be$rbagai hambatan, te$rutama te$rkait ke$tidakmampuan

finansial pe$laku. Dalam banyak kasus, pe$laku tidak me$miliki harta atau

pe$ndapatan yang cukup untuk me$mbayar re$stitusi, se$hingga pe$rmohonan korban

tidak dapat dire$alisasikan. Pe$ne$litian te$rbaru me$ncatat bahwa minimnya

pe$ngawasan te$rhadap pe$laksanaan putusan re$stitusi se$rta tidak adanya sanksi

42 Aisyah, P. R., & Widjajanti, E. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Restitusi Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(1), 84–101.
43 Saputra, T., Setyowati, R. N., & Juwita, E. (2022). Restitusi Sebagai Hak Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang dalam Perspektif Keadilan Restoratif. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat,
10(1), 45–55.
44 Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
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te$gas te$rhadap pe$laku yang lalai me$mbayar me$njadi pe$rsoalan krusial dalam

pe$ne$gakan hak korban.45

Pe$rsoalan me$nge$nai ke$mampuan pe$laku untuk me$mbayar re$stitusi

se$be$narnya te$lah lama me$njadi pe$rhatian para ahli hukum pidana. misalnya,

me$nyatakan bahwa ke$wajiban me$mbayar ganti ke$rugian hanya be$rmakna apabila

pe$laku me$mang me$miliki ke$mampuan untuk me$mbayar, dan dalam ke$nyataannya,

mayoritas pe$laku ke$jahatan be$rasal dari ke$lompok yang tidak mampu se$cara

e$konomi. Hal ini me$mbuat pe$laksanaan re$stitusi se$ring kali me$njadi normatif

be$laka tanpa daya paksa riil, ke$cuali jika te$rdapat me$kanisme$ alte$rnatif se$pe$rti

pe$nyitaan ase$t atau ke$te$rlibatan ne$gara me$lalui dana bantuan korban.46 De$ngan

de$mikian, pe$rlindungan te$rhadap korban khususnya anak me$lalui re$stitusi pe$rlu

dile$ngkapi de$ngan pe$nde$katan yang le$bih re$alistis dan progre$sif. Ne$gara dapat

me$mpe$rkuat pe$ran Jaksa dalam me$ne$lusuri harta pe$laku, me$ngaktifkan

me$kanisme$ kurungan pe$ngganti, atau bahkan me$mbe$ntuk dana kompe$nsasi

nasional untuk korban yang pe$lakunya tidak mampu me$mbayar. Tanpa langkah

konkre$t te$rse$but, norma re$stitusi hanya akan me$njadi aturan yang baik di atas

ke$rtas, te$tapi gagal me$mbe$rikan ke$adilan substantif bagi korban ke$jahatan.47

KESIMPULAN

1. UU Pe$rlindungan Anak se$cara kompre$he$nsif me$mbe$rikan landasan hukum yang luas

untuk me$njamin hak-hak dasar anak, te$rmasuk hak untuk hidup, tumbuh ke$mbang

optimal, se$rta pe$rlindungan dari ke$ke$rasan dan diskriminasi. Undang-undang ini

te$lah me$mpe$rluas de$finisi ke$ke$rasan dan me$ngamanatkan ne$gara untuk me$mbe$rikan

pe$mulihan holistik bagi anak korban, me$ncakup re$habilitasi me$dis, psikologis, sosial,

dan pe$ndampingan hukum. Sanksi pidana te$rhadap pe$laku juga diatur se$cara te$gas,

bahkan me$mungkinkan pe$ne$rapan hukuman tambahan se$pe$rti ke$biri kimia dan

pe$masangan alat de$te$ksi e$le$ktronik, se$suai de$ngan Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 70

Tahun 2020 te$ntang Tata Cara Pe$laksanaan Tindakan Ke$biri Kimia, Pe$masangan

Alat Pe$nde$te$ksi E$le$ktronik, Re$habilitasi, dan Pe$ngumuman Ide$ntitas Pe$laku

Ke$ke$rasan Se$ksual Te$rhadap Anak. Pe$ntingnya ke$rahasiaan ide$ntitas anak korban

45Dewi, A. N. (2018). Implementasi restitusi dalam kejahatan seksual: Analisis terhadap ketidakmampuan
finansial pelaku. Jurnal Hukum & Pembangunan, 6(2), 45-61..
46Sutrisno, A., & Lestari, D. (2020). Analisis kinerja sistem hukum dalam pemberian restitusi bagi korban
kekerasan seksual anak. Jurnal Hukum dan Keadilan, 10(3), 132-150..
47 Dewi, F. M., & Kurniawan, A. Model Ideal Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana: Pendekatan Keadilan
Restoratif. Jurnal Hukum Restoratif, 5(2), 112–125,2023.
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juga dite$kankan untuk me$nce$gah stigma dan trauma lanjutan. Namun, tantangan

dalam imple$me$ntasinya, khususnya te$rkait ke$bocoran ide$ntitas anak di me$dia, masih

me$njadi ke$ndala se$rius yang me$me$rlukan pe$ningkatan pe$mahaman aparat pe$ne$gak

hukum dan insan me$dia.

Ke$hadiran Undang-undang Tindak Pidana Ke$ke$rasan Se$ksual me$nandai

paradigma baru yang le$bih korban-se$ntris dalam pe$nanganan ke$ke$rasan se$ksual,

be$rfungsi se$bagai le$x spe$cialis bagi Undang-undang Pe$rlindungan Anak. Undang-

undang ini se$cara le$bih spe$sifik me$ngatur be$rbagai je$nis ke$ke$rasan se$ksual dan

me$mpe$rkuat hak-hak korban, te$rmasuk anak. Fitur-fitur krusial UU TPKS me$liputi

ke$harusan pe$me$riksaan yang ramah anak, pe$mbe$ntukan Unit Pe$laksana Te$knis

Dae$rah Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak (UPTD PPA) yang me$nye $diakan layanan

te$rpadu (one$-stop se$rvice$), se$rta larangan pe$nye$le$saian kasus ke$ke$rasan se$ksual

anak me$lalui jalur non-yudisial se$pe$rti me$diasi atau pe$rdamaian adat. UU TPKS juga

se$cara e$ksplisit me$ne$gaskan ke$wajiban pe$laku untuk me$mbe$rikan re$stitusi dan

me$njamin ke$te$rse$diaan dana bantuan korban (victim trust fund) jika pe$laku tidak

mampu me$mbayar. Me$skipun de$mikian, se$bagai undang-undang yang re$latif baru,

e$fe$ktivitas imple$me$ntasinya sangat be$rgantung pada sosialisasi inte$nsif dan

koordinasi yang kuat antarle$mbaga te$rkait.

2. Pe$me$nuhan hak re$stitusi bagi anak korban ke$ke$rasan se$ksual, khususnya di

lingkungan ke$luarga, me$rupakan upaya krusial dalam me$mbe$rikan ke$adilan dan

pe$mulihan. Re$stitusi, se$bagai ganti rugi mate$riil dan/atau imate$riil yang dibayarkan

pe$laku ke$pada korban, diatur dalam be$be$rapa pe$rangkat hukum di Indone$sia,

te$rmasuk Pasal 1 angka 1 Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 43 Tahun 2017 te$ntang

Pe$laksanaan Re$stitusi bagi Anak yang Me$njadi Korban Tindak Pidana, Pasal 71D

UU No. 35 Tahun 2014 te$ntang Pe$rlindungan Anak, se$rta Pasal 98-101 KUHAP.

Pe$me$rintah, me$lalui re$gulasi te$rse$but, te$lah me$njamin hak anak korban untuk

me$ngajukan re$stitusi se$jak tahap pe$nyidikan hingga pe$me$riksaan di pe$ngadilan.

Me$kanisme$ pe$ngajuan re$stitusi te$lah diatur se$cara rinci dalam Pasal 7 PP No. 43

Tahun 2017, yang me$ngharuskan korban atau kuasanya untuk me$nyampaikan

ide$ntitas pe$laku dan korban, uraian pe$ristiwa pidana, rincian ke$rugian, se$rta be$saran

nilai re$stitusi. Tujuan re$stitusi tidak hanya te$rbatas pada kompe$nsasi e$konomi,

me$lainkan juga se$bagai sarana pe$mulihan psikologis dan sosial, se$rta ce$rminan

prinsip be$st inte$re$sts of the$ child. Namun, pelaksanaan re$stitusi di lapangan masih

me$nghadapi hambatan signifikan, te$rutama te$rkait ke$tidakmampuan finansial pe$laku
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untuk me$mbayar ganti rugi. Banyak pe$laku ke$ke$rasan se$ksual be$rasal dari ke$lompok

e$konomi yang tidak mampu, me$ngakibatkan putusan re$stitusi se$ringkali tidak dapat

dire$alisasikan se$cara e$fe$ktif. Se$lain itu, minimnya pe$ngawasan te$rhadap pe$laksanaan

putusan re$stitusi dan ke$tiadaan sanksi te$gas bagi pe$laku yang lalai me$mbayar juga

me$mpe$rburuk pe$rmasalahan ini. Untuk itu, dipe$rlukan pe$nde$katan yang le$bih

re$alistis dan progre$sif, se$pe$rti pe$nguatan pe$ran Jaksa dalam me$ne$lusuri harta pe$laku,

pe$ngaktifan me$kanisme$ kurungan pe$ngganti, atau pe$mbe$ntukan dana kompe$nsasi

nasional untuk korban yang pe$lakunya tidak mampu me$mbayar, agar hak re$stitusi

tidak hanya me$njadi aturan di atas ke$rtas te$tapi be$nar-be$nar me$mbe$rikan ke$adilan

substantif bagi anak korban.

SARAN

1) Pe$nye$mpurnaan Siste$m Hukum dan Ke$bijakan Pe$rlindungan Anak

Dipe$rlukan re$formasi dalam siste$m hukum te$rkait ke$ke$rasan se$ksual anak

untuk me$mastikan pe$rlindungan maksimal. Hal ini me$liputi pe$ningkatan pe$ngawasan

te$rhadap pe$laksanaan re$stitusi, se$rta pe$ne$gakan sanksi yang le$bih te$gas te$rhadap

pe$laku yang lalai me$mbayar re$stitusi. Se$lain itu, pe$me$rintah pe$rlu me$nye$diakan

me$kanisme$ pe$rlindungan yang le$bih baik bagi anak-anak korban ke$ke$rasan se$ksual

yang te$rjadi dalam lingkungan ke$luarga.

2) Fasilitas Pe$mulihan Psikologis dan Sosial bagi Korban

Pe$me$rintah dan le$mbaga te$rkait pe$rlu me$nye $diakan fasilitas pe$mulihan

psikologis dan sosial bagi anak-anak korban ke$ke$rasan se$ksual, te$rmasuk layanan

konse$ling yang didukung ole$h te$naga ahli. Layanan ini pe$rlu diakse$s de$ngan mudah

ole$h korban dan ke$luarga korban untuk me$mpe$rce$pat prose$s pe$mulihan me$ntal dan

e$mosional me$re$ka.
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